[ SALINAN ]

WALIKOTA SORONG

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG

NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBANGUNAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Menimbang

DI KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan
tanggungjawab bersama antara Pemerintah, orang tua
dan masyarakat yang dilaksanakan menurut norma-
norma pendidikan dan di arahkan untuk mewujudkan
masyarakat gemar belajar (learning society) dengan
mengacu pada sistem pendidikan nasional guna
menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
sebagai sumber daya pembangunan nasional dan daerah
yang bermutu;

. bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945 mengamanatkan Pemerintah untuk mengusahakan
dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional
yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa yang kemudian diatur
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;

bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua/Papua Barat
memberikan kewenangan kepada Pemerintah Papua
/Papua Barat untuk menyelenggarakan pendidikan pada
semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan di Provinsi
Papua/Papua Barat;

. bahwa Pemerintah Kota Sorong sebagai salah satu

Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Papua Barat
berkewajiban membangun dan menyelenggarakan
Pendidikan di Kota Sorong dengan mengacu pada sistem
Pendidikan Nasional dan menonjolkan kekhususan
daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua/Papua Barat dengan biaya pendidikan
yang terjangkau semua penduduk;

bahwa untuk maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c,
dan huruf d perlu  ditetapkan oleh Peraturan Daerah
tentang Pembangunan dalam Penyelenggaraan
Pendidikan di Kota Sorong;
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Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten
Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
sebagimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884 );

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (lembaran Negara Nomor 78 Tahun
2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun
2003);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerinta Daerah (lembaran Negara Nomor 126 Tahun
2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Nomor 5
Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang

Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor 36 Tahun
1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Nomor 37
Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Biasa(Lembaran Negara Nomor 37
Tahun 1991, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Nomor 94
Tahun 1991, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang
Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Nomor 68
Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang
Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Nomor 69 Tahun 1992, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3485);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 15 Tahun
1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4769 );
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Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863 );

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864 );

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4941 );

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun
2006 tentang Standar Isi pada jenjang Pendidikan Dasar
dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun
2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang
Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun
2006;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun
2007 tentang Standar Pengawasan Sekolah /Madrasabh;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun
2007 tentang Standar Kepala Sekolah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun
2007 tentang Standar Kualitas Akademik dan
Kompetensi Guru;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun
2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun
2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida’iyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun
2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah;
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34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan
Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan
Dasar;

35. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 0151/K/1994, tentang
Pembebasan Siswa Sekolah dari Kewajiban Ikut
Menanggung Biaya Penyelenggaraan Pendidikan;

36. Keputusan Menteri  Pendidikan  Nasional @ Nomor
044/0U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite
Sekolah;

37. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional @ Nomor
162/U/2003, tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai
Kepala Sekolah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan
WALIKOTA SORONG
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DALAM

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA SORONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

W

0 ~N O O

Daerah adalah Kota Sorong.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Walikota dan perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.

. Walikota adalah Walikota Sorong.
. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.

. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Sorong.

. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Sorong.

. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Sorong.

. Majelis Rakyat Papua adalah representasi kultural orang asli Papua yang

memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang
asli Papua dengan berlandaskan penghormatan adat dan atau budaya,
pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup umat
beragama, yang selanjutnya disingkat MRP.

. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras dan/atau

orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat
adat Papua.

10. Penduduk Kota Sorong selanjutnya disebut sebagai Penduduk adalah

semua orang Yyang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan
bertempat tinggal di Kota Sorong.



